SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR  TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317

1.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD} untuk memperoleh
Persetujuan Bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah  tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan
umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19
bulan Agustus Tahun 2023;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
" Pendidikan Nasional (Lembaran = Negara Republik
~Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 4301); -

. Undang—Undang Nomor _1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
. Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4421);

. Undang-Undang ‘Nomor 48 Tahun 2008 tentang |
Pembentukan - Kabupaten . Pringsewu ~di Provinsi -
:Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 185, Tambahan  Lembaran Negara

- 'Repubhk Indonesm Nomor 4932);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran * Negara - Republik Indonesia Tahun 2014
‘Nomor 7, -Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 5495) = sebagaimana telah diubah’

o beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 6
~ Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia-
-~ Tahun 2023 Nomor- 41, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indones1a Nomor 6856),

;Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang,
" Pemerintahan’ Daerah (Lembaran ~Negara - Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, V_Tarnbahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

© sebagaimana -telah diubah beberapa kali terakhir
~dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun - 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
~ Nomor 41, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk
~ Indonesia Nomor 6856); o _

. Undang-Undang _,Nomor_' 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah - Daerah (Lembaran - Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran .

Negara Repubhk Indonesm Nomor 6757);

. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
~ Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
- Daerah '(L_embaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Nomor 4028)
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.. Peratur.'an“' Péméﬁntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan .
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576}
- sebagaimana - telah diubah dengan Peraturan. = .
. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara - ~ =
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan = -

Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang"‘ﬁi._"'r',
. Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara ST
- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan o

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang’ -~
.. Pendanaan 'dan - Pengelolaan Bantuan Bencana = . -

- {Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2008 = - -
Nomor 43, -Tambahan Lembaran Negara Republik o

= Indonesia Nomor 4829);

18,

Peraturan -Pemerintah Nomor 48 Tahun’ 2008 tentang”f_ o
- Pendanaan Pendidikan (Lembaran. Negara Republik.

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana . - o

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

. Tahun 2022 {(Lembaran  Negara ‘Republik Indonesia ,
- Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara:_f _' L
Republlk Indonema Nomor 6793); BRI

i

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang_ o -
- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran. . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

. 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir -

15,

dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2018

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 01, Tambahan Lembaran. Negara Repubhkj-*i .

Indonesm Nomor 6177),

Peraturan: Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang7 R

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -
- {Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk -
Indonesia Nomor 5161); e e

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang - S
Standar Akunt_an& Pemerintahan (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

~~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

e "'7__17.,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012'tentaﬁg' e

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

© . Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara o
- Repubhk Indonema Nomor 5272), - '
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
_‘Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

', - . - Lembaran Negara Republik Ind_onesw. Nomor 6523); -
19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
-~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

.. 20.

'sebagaimana' telah diubah = dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang -

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran

" - Negara Repubhk Indonesia Nomor 6178);
21,
- Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

-+ Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 6279),

22,

Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang'
~Pengelolaan = Keuangan Daerah -(Lembaran - Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

. - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 'tehtahg
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2023
- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

| 24.

Indonesia Nomor 6881),
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Ta.hun 2023 tentang

~ Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883), :

2.
'~ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Republik Indonesia Tahun' 2018 Nomor  33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

o ‘Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Repubhk

S Indonesaa Tahun 2023 Nomor 112),

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); .

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang -
_Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
- Republik  Indonesia Tahun 2020 - Nomor = 57)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Repubhk‘



.'_-'Peraturan Pre31den Nomor 130 Tahun 2022 tentang :

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja - Negara

 Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Repubhk

28,

Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012 L

tentang Pedoman Pengelolaan. Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republlk Indonema Tahun 2012 B

" Nomor 754);

20,

Peraturan.Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016,
tentang Pedoman . Pengelolaan Barang Milik- Daerah

Peraturan Menten Dalam Negen Nornor 62 Tahun 2017 -

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana E
 Operasional (Berita Negara Repubhk Indone31a Tahun

31

2017 Nomor 1067),

- 31. Peraturan Menteri Sosnal Nomor 9 Tahun 2018 tentang‘ N
- Standar Teknis - Pelayanan Dasar Pada ' Standar - © °
‘Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi = -

dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubhk

* Indonesia Tahun 2018 Nomor 868),

32.

Peraturan Menteri- Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis e
" - Standar ' Pelayanan Minimal - Pekerjaan’ Umum dan -
- Perumahan Rakyat (Berita Negara Repubhk Indonesm'
‘Tahun 2018 Nomor.1891); , B
33. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran-Dalam . -~ =
'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
‘Administrasi -Pengajuan, Penyaluran - dan = Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

-Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun o

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan -

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

- (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomor S

17T7);

34

.35,

: Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 79 Tahun 2018
_tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara -

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun -

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

 Standar Pelayanan 'Mimmal ‘Sub Urusan ~ Bencana

. Daerah Kabupaten/Kota " (Berita Negara. - Repubhk T

~ Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541),

- 36. -
.~ 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor - 114 Tahun

- Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Daerah Kabupaten/Kota . (Berita Negara Repubhk

h Indonesm Tahun 2018 Nomor 1619)

(Berita Negara Republik Indonesua Tahun 2016 Nomor - -
- 547);

© 30
n tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah



- 37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan -Dasar

.. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di

. 38.

- Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubhk- o
_Indone31a Tahun 2019 Nomor 158}; :

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

- tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada @ Standar Pelayanan. Minimal - Bidang
Kesehatan (Benta_ Negara Repubhk Indone51a Tahun

- 2019 Nomor 68),

39. |
" tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

- 40.

M

43.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi - dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubhk Indonesm ‘Tahun 2019 Nomor .'

- 1447); . . \
. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

-(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor -
- 1781);

42,
‘tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri - Nomor 59 Tahun 2021

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2021 Nomor 1419),
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

 "Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar

Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

- Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

44P

4,
" © Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi- dan
‘Inventarisasi Pemutakhiran Klas1ﬁka31, Kodeﬁka31 dan

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 050- 5889

. Nomenklatur  Perencanaan. .Pembangunan = dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 900. 1 15.5-
1317 Tahun 2023;

- 46.

Peraturan Daerah Kabupaten Pnngsewu Nomor 16
Tahun 2016 . tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 1 Tahun 2020
- (Lembaran_ Daerah Kabupaten Prmgsewu Tahun 2020
'-_Nomor 144); - :



e Menetapkan :

47. Peraturan Daerah Kabupaten Prmgsewu Nomor 1

© Tahun 2022 tentang Pokok-pokok : Pengelolaan .-
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
~ Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167), _

- 48, Peraturan Daerah Kabupaten Pnngsewu “Nomor 7

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
B Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 173], :

- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pnngsewu Nomor 5 o

~Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan .
‘Anggaran Pendapatan .dan Belanja Daerah Tahun .. .
“Anggaran 2022 (Lembaran. Daerah - Kabupaten -
Pnngsewu Tahun 2023 Nomor 178), SR o

_* 50. Peraturan Bupatl Pnngsewu Nomor 2 Tahun 2022 SIS

tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- .
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pnngsewu Tahun R
2022 Nomor 632], : C

‘ -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU - - . -
" BUPATI VPRINGS-EWU' *
| MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  TENTANG = PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
* TAHUN ANGGARAN 2023, »

Pasal 1

| Anggaran Pendapatan dan Belan_]a'D'aefah Tahun Anggaran . -

2023 - semula berjumlah Rp. 1.222.010.866.222 00;'_" ,
bertambah sebesar . Rp. 41.577.377.015,00 sehingga
menjadi Rp. 1. 263 588 243.237,00 dengan nnc1an sebagax, a

- berikut:

a. Pendapatan Daerah

" 1. semula Rp 1. 187 010 866 222, 00

2. bei‘tambah_ " Rp.___26.445.832.146,00 - _'
_jumlah pendapatan daerah Rp L 213 456. 698. 368 00
. setelah perubahan - R




b. Belan_]a Daerah '
1. semula Rp 1 214. 510 866 222 00
2. bertambah .- Rp.  46.577. 3717. 015,00 = '
- jumlah belan_]a daerah Rp. 1.261.088. 243 237 00
setelah perubahan s
c. Pemblayaan Daerah 7
1. Penerimaan Pembiayaan . L
a) semula - Rp. 35.000.000.000, 00 .
- b) bertambah = Rp. 15.131.544.869,00

jumlah penerimaan pemblayaan Rp 50 131, 544 869 00 -
setelah perubahan Lok -

2. Pengeluaran Pemblayaan .
a) semula - Rp. 7.500.000.000,00
' b) (berkurang) ~Rp. 5. 000 000 000,00

 jumlah pengeluaran e Rp -2.500. ooo ooo 00

pembiayaan setelah

 perubahan. - . L o

~ _jumlah pembiayaan netto . Rp.47.631.544.869,00 .

- .setelah perubahan - ° - T
sisa lebih pembiayaan -~ - Rp. 0,00

- anggaran setelah perubahan
| Pasal 2 o

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaumana dnnaksud

- dalamPasal 1 bersumber dari:" _ :

. a.Pendapatan Asli Daerah . '

/1. semula - Rp 146 969 614.222, 00

2. bertambah _6.415.326.728,00 T
jumlah pendapatan asli daerah Rp 153.384. 940 950 00 -
setelah perubahan o -

“b. Pendapatan Transfer - e
1. semula Rp 1.040. 041 252, 000 00
2. bertambah ~  Rp. ~ 20.030.505.418,00 .
_]umlah pendapatan transfer . Rp 1 060. 071 757 418 00
setelah perubahan -

Pasal 3

(l) Pendapatan asli daerah sebagaJmana dnnaksud dalam
~~ Pasal 2 huruf a bersumber dari: _ :

a_Pa_]akDaerah. o . o =
i, semula’ - Rp. 48.000._000.000,00-

2. bertambah/  Rp. 0,00
” (berkurang) R _ . o
jumlah pajak daerah - - Rp. 48.000.000.000,00

L setelah perubahan



b Retnbusu Daerah

‘1. semula = - Rp. 9 743 250. 000 00
20 bertambah/ Rp. 0,00 -
(berkurang) : , -
jumlah retribusi daerah . Rp. 9.743.250.000,00
~ setelah perubahan '

c. Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah yang D1p1sahkan
-1. semula - Rp. 3.226.364.222,00 '
2 bertambah- Rp. 635.115.133,00 o S

jumlah hasil pengelolaan  Rp. 3.861.479.355,00 .
- ~kekayaan daerah yang T ST
- -dipisahkan setelah
- perubahan:

" d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lo
1. semula ~  Rp. 86.000.000.000,00
2. bertambah Rp. 5.780.211.595,00

jumlah lain-lain pendapatan Rp 91.780. 211 595 00
.. asli daerah yang sah
- setelah perubahan

= (2 Pendapatan transfer sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 huruf b, bersumber dari: ' _
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1. semula - - Rp.960. 041.252. 000,00
2 bertambah - Rp. 18. 030.505.418,00 _
jumlah pendapatan . Rp. 978.071.757.418,00 -
-transfer pemerintah pusat ' o S
: setelah perubahan
b Pendapatan Transfer Antar Daerah |
- l.'semula . Rp. 80.000.000.000,00
2. bertambah - Rp.  2.000.000. 000,00 - o
jumlah transfer antar . Rp. 82 000. ooo 000,00
daerah setelah perubahan - = -

Pasal 4.

E Anggaran belan_]a daerah sebagmmana dnnaksud dalam

- Pasal 1, terdm atas:

a. Belanja Operasi ) X -'
1. semula = ~ Rp. 915.578.500.770,00

2. bertambah - Rp. 21.319.536. 493 00 .
jumlah belanja operasi 'Rp. 936 898. 037 263,00

setelah perubahan



i_';r'__b.BelanjaModal - T
_ 1.semula . Rp.109.149.773.252,00

2. bertambah - Rp. 22 937.469.206, 00 , -
jumlah belan_]a modal . Rp 132. 087 242 458 00
o setelah perubahan .
" ¢. Belanja Tidak Terduga e e
1. semula .~ Rp. 5.250.000.000,00
2. (berkurang) -+ Rp._2.000.000. 000,00 .
_]umlah belanja tidak terduga Rp 3 250. 000 000 00
. setelah perubahan ' DA
d. Belan_ja Transfer L
© 1. semula " Rp. 184.532.592.200,00
L2 bertambah - Rp__4.320.371.316,00 L
~ * jumlah belanja transfer o Rp 188 852.963. 516 00 e
setelah perubahan o o
Pasal 5

(1) Belan_]a opera31 sebagaxmana dlma_ksud dalam Pasal 4
huruf a, terdiri atas: .

a. Belan_]a PegawaJ = e
1. semula Rp 562.289.530.418,00 -
- 2. (berkurang) = Rp. - 8.949.434.446,00 '_ . :
jumlah belanja pegawai Rp. 553 340.095.972,00
- setelah perubahan - L
b. Belanja Barang dan Jasa .
1. semula = Rp. 318.165.875. 952 oo
2. bertambah ~ Rp. - 21.059.398.339,00 ,
- jumlah belanja barang - . - - Rp. 339.225.274.291,00
* dan jasa ‘setelah perubahan S T

C. Belan_]a Sub31d1 ' : 7 T
o 1. semula- ,Rp.- - 195.000.000,00.

2. (berkurang) _1.427.40000 - .
- jumlah belanJa sub31d1 -~ Rp.. .193.572.600,00
_' setelah perubahan S
d. Belanja Hibah L
1. semula =~ Rp. 33.338.094.400,00 -
2. bertambah = Rp. _ 8.152.600.000,00 - L,
~ .-jumlah belanja hibah = Rp. 41:490.694.400,00 - -
-setelah perubahan .~ T
T e Belanja Bantuan Sosial
1. semula - Rp.  1.590.000.000, 00
2. bertambah = - Rp. ~-1.058.400.000,00 "
" jumlah belanJa bantuan Rp 2 648. 400 000 00

sosml setelah perubahan



(2] Belanja Modal sebagmmana dlmaksud dalam Pasa.l 4
huruf b, terdiri atas: .

~ a. Belanja Modal Tanah o L
1. semula ~ Rp. 1.700.000.000,00 .
2. bertambah- Rp. - 8604.60500
" jumlah belanja modal ) Rp. -1.708.604_.6'05,00
- tanah setelah perubahan S -
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

‘1. semula ~  Rp. 16.215.891.298,00
2. bertambah - Rp. __6.959.277.484,00 -

jumlah belanja modal Rp 23 175.168. 782 00

peralatan dan mesin -
setelah perubahan

c. Belan_]a Modal Gedung dan Bangunan =~
1. semula - “ - Rp. 21 886.048.325,00
2. bertambah = Rp. . 846.218.175,00 _ S
- jumlah belanja modal Rp. 22.732.266.500,00 =

- - gedung dan bangunan ' - R,
setelah perubahan

- d. Belanja Modal Jalan, J armgan dan Irigasi
1. semula .~ Rp. 59.990. 696.379,00
‘2. bertambah . Rp. 20.118.269.560,00
- jumlah belanja modal : Rp. 80.108.965.939,00
~ jalan, jaringan dan irigasi - .
- setelah perubahan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lamnya
1. semula - Rp. 9.357.137.250,00
2. (berkurang) Rp. _ 4.994.900.618,00
jumlah belanja modal aset  Rp. 4.362.236.632,00

- tetap lainnya setelah
perubahan

(3) Belanja Tidak Terduga sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c: : _

l.semula  Rp. 75-5._250.000.0_00,00

2. (berkurang) =~ -~ Rp. - 2.000.000.000,00 |
jumlah belanja tidak terduga Rp. -3.250.000.000,00
setelah perubahan -

(4) Belanja Transfer sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4
huruf d, terdiri atas: = - S

a. Belanja Bagl Hasil

1. semula . Rp.  5.774.325.000,00
2. bertambah/ . Rp. 0,00
(berkurang) o ' '

. jumlah belanja bagi hasﬂ | Rp. '5.774.325.000,00
setelah perubahan . S



b. Belanja Bantuan Keuanga.n

1. semula ~ Rp. 178.758.267.200,00

‘ 2 bertambah "1 Rp. 4320.371.316,00‘
" jumlah belanja bantuan Rp. 183.078.638.516,00 -

- keuangan setelah T B
‘perubahan -

" Pasal 6

. Anggaran pembiayaan daerah sebagalmana dunaksud
- dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

oA, Penerimaan Pemblayaan

1. semula "~ Rp. 35 000. 000 000 00
-2, bertambah 7 Rp._15.131.544.869,00 - :
Jumlah penerimaan pemblayaan Rp 50 131, 544 869 00
setela_h perubahan :
b, Pengeluaran Pembiayaan = S e R
. IL.semula - Rp. .7.500.000.000,00
2. (berkurang) .- Rp.  5.000.000.000,00 -
jumlah pengeluaran R Rp. 2.500. 000 000 00

pemblayaan setelah perubahan

Pasa17 ,

o _{1) Penenmaan pemblayaan sebagalmana d1maksud dalam _

Pasal 6 huruf a, terdiri atas '

" Sisa Lebih Penenmaan Pemb1ayaan Anggaran Tahun

~sebelumnya . - .
1. semula - e Rp 35 000 000. 000 00
-2, bertambah “  Rp. 15.131.544, 869 00

jumlah sisa leblh penerimaan

‘pembiayaan anggaran tahun . pp, 50 131.544.869,00
- .sebelumnya setelah perubahan -~ .

(2) Pengeluaran pernblayaan sebagalmana dlmaksud dalam .
-~ Pasal 6 huruf b, terdiri atas: ST

Penyertaan Modal Daerah

o 1. semula - - Rp. 7. 500 000 000 00
- 2. (berkurang) © Rp. _5.000. 000.000,00 o o
~ jumlah penyertaan modal Rp.  2.500.000.000,00 = -

daerah setelah perubahan . - L~



Pasal 8

(1) Dalam ‘hal keadaan darurat termasuk keperluan
- mendesak Pemerintah Daerah dapat - melakukan -
" - pengeluaran yang belum tersedia anggarannya:
~dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini dengan Peraturan Bupati,

- yang selanjutnya dimasukkan - ‘dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten' '
Prmgsewu Tahun Anggaran 2023.

(2} _Keadaan darurat sebagamlana dlmaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, ‘bencana non-alam, bencana sosial
. dan/atau kejadlan luar biasa; - : L
~ b. pelaksanaan operasi pencanan da.n pertolongan,' '

dan/atau

S 3 keru_sakan : sarana/ prasarana yang dapat
' mengganggu'kegiatan pelayanan publik. - '

(3) Keperluan mendesak sebagaumana dlmaksud pada
~ayat (1) mellputl | )
‘a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar‘

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran. beljalan, '

| 'b. belanja daerah yang bersifat menglkat dan belanJa o
yang bersifat wajib; :

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendah
Pemerintah Daerah dan tidak dapat. d1pred1k51kan
sebelumnya = serta amanat peraturan perundang-
undangan,; dan/atau ' )

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apablla dltunda _
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bag1
- Pemenntah Daerah dan /atau masyarakat '

Pasal 9

" Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
. terplsahkan dari Peraturan Daerah ini, ‘yang terdiri dari:

- a. LamplranI -:'._-ngkasan Perubahan APBD yang
~“Diklasifikasi Menurut Kelompok dan -
Jenis - Pendapatan, Belanja dan

: . ...~ Pembiayaan;
: b. Lampu'an I : Ringkasan Perubahan APBD yang
R - Diklasifikasi Menurut  Urusan

.- Pemerintahan =~ Daerah dan
- QOrganisasi; o :



c. Lampzran III

| " Pendapatan,
" _-Pembiayaan;

~e. LampiranV

Lampiran VI

: Lampiran VH

i. Lampiran IX
i, - Lampiréh X

. Lampiran XI

1. Lampiran XII -
- m, Lampiran XIII

. Lampiran XIV

. Lampiran XV

.. Lamplran XVl

L Lamplran XVII

.~ Menurut
-+ Daerah,

“:. Rekapitulasi

Rincian Perubahan APBD ‘Menurut BRI

. Urusan ° Pemerintahan  Daerah, = -
_ Organisasi, Program, Kegiatan, Sub.
. Kegiatan, Kelompok, - "Jenis

_ Belanja - - dan

Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian =~
Pemerintahan - -
: _ - Program, 7
- Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta

. Urusan. -
- QOrganisasi,

Indikator dan Target Kinerjanya;

: " Rekapitulasi Perubahan Belanja =~ -
" Daerah  Untuk Keselarasan. dan =
- Keterpaduan - Urusan - Pemerintahan = -

- Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
_Pengelolaan Keuangan Negara;

" Perubahan

-’ Belanja
Untuk Pemenuhan SPM; '

. "Sinkronisasi Program pada RPJMD
o . Dengan Perubahan APBD; ;":_
“h. Lampiran VIII '+ Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
~© == . - Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD
~dan  Perubahan S
-+ Peraturan Daerah tentang Perubahan
_APBD; - o .
;" Sinkronisasi R
- Nasional Dengan Program Pnontas :
- Daerah; - '

E -'-381nkronlsa51 Ma_]or Project Dengan -
. Dukungan Program Prioritas Daerah;

B -l:Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
. dan Per Jabatan; ‘ .

D Daftar Plutang Daerah

E Daftar Penyertaan Modal Daerah dan'
_ Investasi Daerah lainnya;
:Daftar’ Perkiraan Penambahan dan
~ Pengurangan Aset Tetap Daerah;

PPAS Dengan

Program . Prioritas

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran

" Sebelumnya yang .. - Belum
. Diselesaikan dan  Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaranr

yang Direncanakan;.

_:__'1; Daftar Dana Cadangan;'_- o
;" Daftar Pinjaman Daerah.



o Bupat1 menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Pen_;abaran- -
. Perubahan - Anggaran Pendapatan dan- Belanja Daerah - . -

- .- sebagai landasan operasmnal pelaksanaap_APBD

 “Peraturan Daerah ini - mu1a1 berlaku pada tanggal'.‘-;'-r--_ o

e Pasal 11

. - dlundangkan

~ Agar setlap dré;ng. .mengetahuinya, | memefirit'éhkan’ L
- pengundangan . Peraturan ~ Daerah ~ini -“dengan
. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten -

: .Pnngsewu

Dltetapkan d1 Pnngsewu s '
pada tanggal 16 Oictdber 2025 -

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal

16 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI
o LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 179

| ‘NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

‘:;a_lman sesil

: PROVINSI LAMPUNG NOMOR 06/ 1 1'27/¢ RS / 2023

i dengan aghn}a

Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA

MILANG..S.H. . M.H

Pem‘tlr&la [TV .a
NIP. 19870212 201001 1 005
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